
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian 
tunjangan komunikasi in sen tif bagi pimpinan dan anggota 
DPRD di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2019 
tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabu paten Purbalingga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Purbalingga; 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 
2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
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PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINS! JAWA TENGAH 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398) 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administatif Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 
Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan Dan Administratif 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 48 ); 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 1 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal r J Au ri 2 2 

J DYAH HAYU_!'.IING,PRATIWI J. . 

Ditetapkan di Purbalingga r: tanggal 2 J »lit•ri t r BUPATI PURBALINGGA, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. 

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tunjangan 
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Purbalingga. 

Pasal 2 

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan 
Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 18) 
diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 
2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEW AN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
PURBALINGGA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 


